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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak saksi dalam 

perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan maka dapat 

disimpulkan bahwa pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap 

pemeriksaan di pengadilan sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak-

pihak yang turut serta dalam tahap pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan 

hak-hak saksi yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum  Acara 

Pidana yang dalam hal ini Hakim, Jaksa, dan Advokat. Hal ini dapat dilihat 

dari turut serta pihak-pihak tersebut untuk memenuhi hak-hak dari saksi 

dengan memberikan bantuan-bantuan bagi saksi demi kelancaran proses 

pemeriksaan di pengadilan, namun dalam pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Saksi dan 

Korban masih ada beberapa kesulitan pada pasal-pasal tertentu yang dialami 

oleh pihak-pihak Penegak Hukum yaitu mengenai kewenangan 

melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan 

terhadap Saksi yang terdapat pada Pasal 12 Undang- Undang Nomor 13 

Tahun 2006 merupakan wewenang dari Lebaga Perlidungan Saksi dan 
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Korban, Pasal 11 ayat (3) mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban tidak berada di setiap daerah yang seharusnya memiliki perwakilan 

disetiap daerah dan sifat yang pemilih yang tidak secara jelas dicantumkan 

dalam kriteria saksi menurut Pasal 5 Ayat (2) agar haknya yang terdapat 

pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat 

terpenuhi, Keterbatasan bantuan yang dapat diberikan oleh penegak hukum, 

biaya dan Ketidakpahaman seorang saksi tentang haknya.  
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B. Saran 

      Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemenuhan hak saksi 

dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah 

pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak saksi perlu membuat suatu 

aturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan melaksanakan 

Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi bagi pihak penegak hukum 

yang secara langsung bertemu dengan Saksi untuk memaksimalkan 

Pemenuhan hak saksi dan meminimalisir keterbatasan bantuan yang dapat 

diberikan kepada Saksi. Perlu adanya penempatan LPSK di daerah-daerah 

agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi dapat dilaksanakan di setiap 

daerah agar dapat menghemat waktu dan biaya agar sesuai dengan Pasal 11 

ayat  (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlunya klasifikasi yang 

jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 dalam kriteria saksi menurut Pasal 5 Ayat (2) agar 

haknya yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) untuk menentukan syarat 

perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK melalui sifat penting dan 

tingkat ancaman yang membahayakan bagi saksi agar dapat terpenuhi 

perlindungan saksi. Serta perlunya dilakukan penyuluhan bagi warga 

masyarakat mengenai perntinganya menjadi saksi  dan mengenai hak-hak 

yang dimiliki oleh seorang saksi dalam memberi kesaksiannya. 
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